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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan seminar nasional dengan tema
“Dialektika Pendidikan Islam Dalam Sisdiknas Merespon Rancangan Undang-
Undang Sisdiknas 2022” yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Waktu : 10.30 — Selesai
Tempat : Hotel Lombok Raya Mataram

Demi sukses dan tercapainya tujuan acara tersebut, kami mohon kepada Bapak
berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan di atas.

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas kesediaan Bapak kami ucapkan
terima kasih.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,

r. Saparudin, M. Ag
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LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN RUU SISDIKNAS

Kondisi dan pengaturan saat ini

= Saat ini, Indonesia menjalankan satu sistem

pendidikan namun diatur dalam tiga
Undang-Undang, yaitu UU 20/2003 tentang Sistem
Pendidikan Masional (UU Sisdiknas), UU 14/2005
tentang Guru dan Dosen (UL Guru dan Dosen), dan
uu 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (LU Dikti),
sehingga memunculkan ketidakselarasan. Contoh:
Standar Nasional Pendidikan dalam UU Sisdiknas
dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam UuU
FPendidikan Tinggl.

Beberapa pengaturan teralu mengunci sehingga
meanimbulkan permasalahan dalam implementasinya
dan tidak dapat mengikuti perkembangan jaman.
Contoh: kewajiban 24 jam mengajar,
bentuk-bentuk/momenklatur satuan pendidikan,
nomeanklatur pendidik.

Telah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi
yang mengubah materi UU. Contoh: putusan MK
yang membatalkan sekolah bertaraf intermasional,
putusan MK yang memasukkan kembali gaji guru ke
dalam 20% APBN.

Perbaikan yang diusulkan

Integrasi UU Sisdiknas, UU Guru dan
Cosen, dan UL Dikti dalam satu UL untuk
melaksanakan amanah UUD 1945 tentang
satu sistem pendidikan, dan agar
pengaturan di tingkat UU tidak tumpang
tindih.

Untuk merespon perkembangan yang cepal,
undang-undang int disusun lebih fleksibel,
tidak terlalu rinci.

RUU Sisdiknas yang sedang direncanakan
sudah mengakomodasi semua putusan
Mahkamah Konstitusi terkait tiga UU yang
diintegrasikan.

Prinsip-prinsip Merdeka Belajar yang
menaekankan kualitas belajar mengajar serta
memperiuas ruang inovasi dalam sistem
pendidikan periu terkandung dalam RUU
Sisdiknas ke depannya.
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Kondisi dan pengaturan saat ini

L1
LT

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

« ULl Sisdiknas mengatur bahwa pendidikan
nasional berdasarkan Pancasila dan UUD
NRI Tahun 1945, sedangkan UU Dikti
mengatur bahwa pendidikan tinggi mengatur
bahwa pendidikan tinggi berdasarkan
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika.

= FPendiddikan naswonal berfungsi
mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa.

= Pendidikan nasional bertujuan untuk
berkembangnya potens| peserta didik agar
menjadi manusia yang bertiman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, benlmu, cakap,
kreatif, mandir, dan menjadi warga negara
yvang demokratis serta bertanggung jawab.

Parbaikan yang diusulkan

» Menyelaraskan dasar pendidikan yang tertuang

dalam UL Sisdiknas dan UU Dikti, sehingga

pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan
Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal |ka.

“Fungsi” diartikan dalam KBEBI| sebagai kegunaan
suatu hal, maka pendidikan nasional berfungsi
untuk mengembangkan potensi pelajar dengan
karakter Pancasila agar menjadi manusia yang
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bemalar
kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan
kreatf.

“Tujuan” diartikan dalam KBBI sebagai arah,
nRaluan, dan maksud, maka pendidikan nasional
bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,
membentuk masyarakat yang religius, menjunjung
kebinekaan, demokratis dan bermartabat,
memajukan peradaban, serta menyejahterakan
umat manusia lahir dan batin.



N PENDIDIKAN NASIONAL

Mengembangkan potensi peserta didik

agar menjadi manusia

® - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang
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-~ Sehat
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PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Kondisi dan pengaturan saat ini Perbaikan yang diusulkan

Pendidikan diselenggarakan sebagai » Mengganti istilah "peserta didik™ menjadi "pelajar”

suatu proses pembudayaan dan untuk menegaskan posisi aktif pelajar sebagai

pemberdayaan peserta didik yvang subjek utama pendidikan, bukan hanya sebagai

berfangsung sepanjang hayat. peserta proses pendidikan.

Pendidikan diselenggarakan dengan o Mengganti prinsip membaca, menulis, dan

mengembangkan budaya membaca, berhitung dengan penyelenggaraan pendidikan

menulis, dan berhitung. yang berorientasi pada pelajar dan lebih holistik
untuk mengembangkan kompetensi multidimensi

Pendidikan diselenggarakan secara dan kompetensi global.

demokratis, berkeadilan, serta tidak

diskriminatif. s Menambahkan prinsip inklusif untuk menghilangkan

hambatan yang membatasi partisipasi dan

Fendidikan diselenggarakan dengan menghargai keberagaman kebutuhan, kemampuan

memberi keteladanan, membangun dan karakteristik pelajar sesuai dengan mandat UU
kemauan, dan mengembangan Penyandang Disabilitas.

kreativitas peserta didik dalam proses

pembelajaran. e Menambahkan prinsip dari UU Pendidikan Tinggi

Pendidikan diselenggarakan dengan i Juniing tnggs keberaarkinish.

memberdayakan semua komponen
masyarakat melalu peran serta dalam
penyelenggaraan dan pengendalan mutu
layanan pendidikan.



ondisi dan pengaturan saat ini

« Pemenntah dan pemerintah daerah berhak
mengarahkan, membimbing, membantu, dan
mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

» Pemerintah dan pemerintah daerah wajib
memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang
bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi.

« Tugas dan wewenang Menten Pendidikan diatur
terpisah dalam UL Sisdiknas dan UL Dikti.

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH  ¢EjERINTAH

Perbaikan yang diusulkan DAEEAT{

o Mahkamah Konstitusi menggunakan istilah tugas

dan wewenang, bukan hak dan kewajiban, untuk
lembaga negara. RUU Sisdiknas menyesuaikan
dengan mengatur tugas dan wewenang
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait
sistem pendidikan nasional.

Mempertegas bahwa pemerintah pusat dan
pemerintah daerah menjamin terselenggaranya
pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara. Frase “tanpa diskriminasi” tidak periu
disebutkan kembali karena sudah terkandung
dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan
nasional secara nondiskriminatif.

Mengintegrasikan dan menyelaraskan
pengaturan tugas dan wewenang Menteri
Pendidikan pada UU Sisdiknas dan UU Dikti.



HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, DAN MASYARAKAT

Kondisi dan pengaturan saat ini

Warga negara berhak memperoleh pendidikan
vang bermutu, mendapat kesempatan
meningkatkan pendidikan sepanjang hayat, serta
mendapatkan beasiswa dan bantuan pendidikan.
Warga negara berkewajiban mengikuti pendidikan
dasar, menjaga norma-norma pendidikan, serta ikut
menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan.

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih
satuan pendidikan dan memperoleh informasi
tentang perkembangan pendidikan anaknya. Orang
tua darn anak usia wajib belajar berkewajiban
memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan

sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial,

danfatau budaya. Masyarakat berhak berperan
sarta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi program pendidikan
melalui dewan pendidikan dan komite
sekolah/madrasah. Masyarakat berkewajiban
memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan.

Perbaikan yang diusulkan

= Kewajiban warga negara dan masyarakat
untuk ikut menanggung biaya
penyelenggaraan pendidikan seria
memberikan dukungan sumber daya dalam
penyelenggaraan pendidikan tidak diatur
dalam bab hak dan kewajiban, melainkan
dalam bab tentang pendanaan pendidikan. Hal
ini dilakukan untuk memperjelas pendanaan
yvang bersumber dan pemerintah dan
masyarakat dalam penyelenggaraan
pendidikan, baik jenjang yang termasuk
cakupan wajib belajar maupun yang tidak
termasuk cakupan waijib belajar.

= Peranan masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi
pendidikan dapat dilakukan baik oleh
perorangan, kelompok, organisasi profesi,
organisasi kemasyarakatan, maupun dunia
usaha/dunia industri. Maka bentuk keterlibatan
tertentu seperti dewan pendidikan dan komite
sekolah tidak lagi diatur dalam batang tubuh
RUU, agar tidak membatasi bentuk peran
serta masyarakat dalam sekitor pendidikan.



o WAJIB BELAJAR
LU8 12 TAHUN

wAJIB BELAJAR

Kondisi dan

pengaturan saat ini Perbaikan yang diusulkan -
e Cakupan wajib belajar = '‘Wajib belajar terdin atas:
adalah pendidikan dasar 9 1. Wajib belajar 10 tahun pada pendidikan dasar.
tahun. m Mencakup kelas prasekolah (kelas 0), kelas 1-kelas 9.
m Beriaku secara nasional.
= Belum semua anak usia 2. Wajib belajar pada pendidikan menengah.
wajib belajar mendapatkan m Mencakup kelas 10-kelas 12.
layanan wajib belajar pada m Perluasan ke pendidikan menengah dilakukan secara bertahap
pendidikan dasar. pada daerah yang memenuhi kriteria, untuk memastikan bahwa
kualitas pendidikan dasar sudah memenuhi standar.
o Perluasan wajib belajar ke m Pemerintah pusat membantu pemerintah daerah sesuai
pendidikan menengah kebutuhan secara berkeadilan.

kerap dilakukan di dasrah
tanpa memastikan kualitas
pendidikan dasar sudah
mencukupi.

= Memperjelas pendanaan pemerintah dan masyarakat:
1. Wajib belajar:

m Pemerintah mendanai penyelenggaraan wajib belajar bagi
semua satuan pendidikan (negeri maupun swasta) yang
memenuhi persyaratan.

m Satuan pendidikan negeri tidak memungut biaya, namun
masyarakat dapat berkontribusi secara sukarela, tanpa
paksaan, dan tidak mengikat.

2. Diluar wajib belajar

m Pemerintah mendanai satuan pendidikan negeri dan dapat
memberikan bantuan kepada satuan pendidikan swasta.

= Pada satuan pendidikan negeri, uang sekolah non wajib belajar
ditetapkan sesuai kemampuan ekonomi pelajar.

e Sekolah negen seringkali
menghadapi masalah jika
masyarakat ingin
berkontnbusi secara
sukarela.



Ali Usmamn

Orang Miskin Wajib Sekolah

Prakisl pendidikan, tinggal di Yogyakarta

NGEAPAN ‘orang
miskin dilarang
daekolah, seba-
Eaimana jugn men-
jadi judul buku Ekn Prasetyo
(2004), sedikit demi sedikit
mulal pudir kebeparannya--
meskipun realitns kermiskinan
tetaplah menjadi hantu mena-
kwtkan. Eko mengkritik dengan
keras kesemrawsian sistem
pencdidiksn nasional dan ke-
senjangan sosial, Pendidikan,
menurul din, hanya bisa di-
nkses ornmg-orang kays sematn,
sedanglkan masyorakar miskin
h.u:lln'!.r.'ll: vang tersinghkdr karena
ak mampu membayar ongkos
mahal biaya pendidikan

Dari kacamata ekomomi-
politik global, pendapat Eko
ftersebul dapatlah dibenar-
kan mentang apa yang lazim
disebut dengan kapitalisasi
ntawy komersialisasi pendi-
dikan. Dolam teorl ink, prakiik
pendidikan layvaknya sebuaah
pasar yang i dalamnya rer-
dapat jual-beli' antara pemye-
lengeara/pengelola lembagn
selcolahykampus dan orangous
siswraimahasizwa lewat besar-
an biaya pendidikan,

PFraktik komersialisasi rer-
sebut semenkin menguluhkan
liberalisas) yang digagos Abex-
ander Rustow pada 1930-an.,
yang kemudian dipopulerkan
dus begowan neoliberalizsme,
Milton Friedman dan Frederik
van Hayek. layaknya virus
yvang mematikan, menjalar
dalam seriap tataman sendi
kehidupan., Maka, oriemtasi
pendidikan bergeser, berpe-
gangan pada selera moasyara-
kat indusiri dan selera pasar
[kt socieny).

Artinys, libberalisasi cende-
rung menempatkan insrivasi
pendidikan sebagai lembaga

penghasil mesin yang siap
menyuplal pasar industri yang
efektivitas dan elisiensinyn
mestl dinkur secars ekonomis.
Henry A Girouy, dalam Border
Crossings: Cultural Workers
ard the Politics of Edwcation
(1993} menyebotnya demgan
istilah “degradasi identitas’,
yaita dari instioest yang me-
nyelenggarakan pendidikan
publik menjadi pabrik kuli
(Wibowo, 2008: 1150

It sebabrya, ketikn prakiik
pendidikan nasional dihu-
fani kritik tajam oleh sejum-
lah kalangan karena telah
menjalankan komersialisasi
pendidikan, thdak adn yang
menyangkal kebenarannya

Pemerintah lewat Kemen-
terian Pendidikan dan Exba-
dayoan (Kemendikbuad) kini
gencar menggalnkkan program
pondidilcan untuk masyarakal
kurang mampu atau miskin
i lewel sekolnh dasar dan
menengah, rerdapat progrom
baniuan operasional sekolah
(AOS5) yang sudah berjalan
bebierapa tahun belakamngan
inl. Sayangnya, program ROS
masih menimbulkan perso-
alon pelik dan menyebalkan,
sEperti temuan Korupsl mas-
sal oleh para kepala sekolakh,
keterlambatnn penyalurnm dan
burtlemyn sistem pengawasan
atas pengguinaan dana BOS,
dan ridak tepainya sasaran.

Setelah itu, begita siswa-
mhwwl Iulus dork tingkat SMLY
MA aten yang sedernjar. me-
reka langsung disambuot de-
ngan program beasiswa Bidik
Misi, yang jugn secarn khusws
diperuniukkan calon maha-
plswa darl keluarga korang
mampu yang memiliki prestasi
akademik gemilang. Program
ini sepintas memang layok dan

patul dinpresiasl, tetapl il
dicermar secarn sakeaema Lgi-
lagi terdagsat beberapa porso-
alpn krusial, baik menyangkuat
konsep mauapan eknismya.

Program beasiswan Ridik hjsi
hanyn memBedik kondisi ekono-
mi mahadskswea ) Eurang reaimpa
sekoligus yong mempuanyal
prestasd bages, sedangian me-
relea, yang walaupun sama-
sama erasal dari killuarga
kurang marmpa apl tidak
meEmpunyal prestasi akade-
mibk, cenderung ternbalkan,
Pada tahap ita, bantuxn pendl
dikcam umruk masyarakat miskin
tidak merata,

Ml paxls ndrernan il lndn, yaiiw
bagi merekn yang berasal dari
keluarga kurang mampa dise-
diakan kmpartisi beasiswa on
Eoing di ssiiap karmpos
SWasla maupun -
gerl, vetapl itu masii
spekulasi Tidak ada
jaminan mercka
yang miskin mam-
pu membayar
binya kuliah un-
ik sefmester saru
hingga semester
berikutnya seba-
gai persyaratan
mempercleh bea-
sigwn dan persvnraim-
persyaratan laln sepertd stan-
dardisasi minirmal 1K

Mestinya ada domain lain
yang dapat mengafirmasi bea-
siswa atan bantuan dana pen-
ebickikan bagi para pelajar dari
kalangan kurang mampa yang
tidak memiliki prestasi akade-
mik; misalmya anak tersebut
dikenal jujur; sopan kepada
Buru, arangtua, dan masya-
rakat; thdak memililkl catatan
buruk seknma sekolahc dam lnin
sebagainya. Bukanmbnh sifat ing-
lah yang disebut sebagak pencdi-
éilkan karakter—sehagaimana
dilkampamyekan dan sekaligus
dicita-citakan Kemendikbod?
Lalu, mengapa it lupat dan

cenderung diabaikan peme-
rimtah?

Padahal, sesuni dengan Dung-
sinya, lembaga pin didikan
sekolah/TT) sekurang-Kuramng-
nya memiliki emipatr fungsi
urmmma, yaliu 1) sebagnl sarana

transfer ilmu pengetahian,

2¥ konservasi dan pengem-

bangan ilmu pengecabhuan,

1} penguasaan ife skill

dan teknologl, dan

4) sarana pemia-

nzunan karak-

ter (Tsmauil,

2006}, Fungsi

pendidikan

tersebut se-

harwsnya

berjalan se-

s demgan

proporsl

yang seim-

bang. Siswa

tidak hanya

mampud meng-

andalkan kemam-

puan pikir dan kog-

ninlf yang baik, rerapd

Juga memillikl jiwa dan
karakier yang Iuboor,

Memanfaasthan beasiswar

Namuon, terlepas dari he-
kurangan tersebut, tentu saja
tetap ads baryak dampak posicif
yang hisa diperoleh, yakni se-
rmnkhbi terbakanya akses mwng:
emyam pendidikon bagi keluo-
nrga kurang mampel dengan me-
muanfastkan progrnm beasisw,
Shwea-stow generasi hangsa kita
Jdnd dapat menjangkan cita-cila
ek ying muongkin teramncam
terknbuar.

Prograrm beaskawn unrtuk k-
langan tidak mampu, haik di
level S, SMPFSMLL maupun FT,
diharapkan dapat mengurangi
angka pures sekolah lantaran
mahalnya biaya pendi-
chikan. Pragram ik, jika
chimamfaatkan dengan
baik. sesungguhnya
myen jadl sarana yang sangat
Jita urtuk membultikan ke
pada publik habwa pelajar
dari kalangan kurang mampa
tidkak knlah bersaing secar fuir
(dplam hal keilmuand dengan
mereka dari kalomgan orang-

orang koya.

Kepintaran atau prestasi
akademik tidnklah semota-
mata dipengnruhi fakior tung-
gal komdisi ekonomi yang ser-
baada ataa serbacukup. Hal
yang tak kalalh pentingnya
imlah h:l_"uurl.g_guhu:rl bielajar
untuk meralh cita-cith, Fakia
telah berhicara, di negeri ind
pda banyak kisah kesulsesan
pelsjar yang justra berasal dar
kalangan kKurang mampo

Baru-bara Ind. misalmwya,
tersinr kabar seorang siswi
bernama Sith Fotimah menjwn-
rad Olkmipiades Salns Mazijonal
bidang astromomi tahun 2001
di Manado, Sulawesi Urara.,
Ia berasnl doari kalamngan tidak
berkecukupan. Siswl kelas
Il SMA Negerl 1 Sampang,
Madiora, ite harus bBerjalan
kaki 1 Eilssmeter dari rumah-
nya karena tidak bisa dilalod
sepeda motor. Setelah ime la
baru diantar pamannya ke
jalan rays unruk selanjuinya
naik angkutan ke sekolah,
Bahkan, hanyak pula media
wamg melansic reemah Sl yang
hanya berlantal tanah, di te-
ngabh tegalan di Dosun Dualas,
Pangongseyan, Sampang. Ma-
dura, fowns Timur.

MAda pula nama lakn yakni
Gusnadi Wiyoga, yang pernah
tampil di acarn Kick Amdfy. Da-
larm dalke shoiy singksn i, ter-
ungkap bahwa Gusnodl anak
seorang tukang sol sepame. Ma-
man sejak dwduk di banglkas 51,
Gusmadi memang soudah tergo
lamng encer otmkvya, Terwtama di
hbdang fisikn don matemnarika,
Dria Bbahkan sudabh mawalkili In-
donesin dalam ajang kompetis
matematika dan fisika, bailk di
rimghknt nasional mampun e
nasional. Gusndi berhasil me-
ryakeet reeclali emas pada lomidsa
Salmns dan Mathematic i jakarta
pada 2007, Pada D00W, b meraih
medall perak di Fillpina.

Dengan melihat Takn preseo-
=i wvang cdiraih kalangan peka-

jar dari masyarakat Kurang
mampu tersebul, memang
sudah sepontasnys pemerin-
tah memberikan dukungan
maxral dan mater] bagi mereka
uniuk mengenyan pendidikan
Hal itu sesuai dengan mandat
LI 1545 bahwa semias snak
hnrygsa eoEmbliG hall yang sams
untick memperoleh pendidikomn
yang layak, tanpa memedakikam
simias atmo kelas sosinl

Pendddikan merupakan pro-
Se8 Ketlkn SescOTarng mermper-
oleh pengecabnenn (Enowlecdge
acipeisirion ), mengembangkin
kemamipuariketerarmpiban (sl
develpprnend ) siknp atawn meng-
ubah dikap (addilede clhange)
Pendidikon merspakan siaiu
proses iransformas] anak didik
agar mencapal hal-hal tervenea
sebagal hasil dorl proses pendi-
dikan yang diikutinya.

Karena itu, upaya pemoerin-
tah mengampanyekan “wajib
e lajar 12 calvan’, i rrog sy,
kurang vepanr jika dilihat dari
pilthan paradigma yang seko-
lignes menjadi jargon imbasam
uniuk mengurangi angka putus
sekoinhy, termasuk puks bBatssan
Ilhgh:l Belajar. Imbauan it
semestinya lamgsung meavyeba-
loan sebuah ungkopon empati,
“orang miskin wajlib sekolah®,
Mengnpa demikion?

Pertama, berdasarkan dats
yang dilbetalvai. jumlah amak
yvang putus sekolah berassl
dari keluargs tidak mampa
sehinggs dengan demikinn,
imbouan ‘orang miskin wajib
sekolah’ sangatlah lebibh tepar
doan terasa mengens. Kedus,
pendidikan formal sejatinya
tidak perla dibatasi berapa
taliun {sepertl pada Emibawan
12 rmahun}. la minimal sekolkah,
tetapl horus dipacu terus se-
tinggt mungkin. Inalah rogas
dan angEung jpwab pemerin
tah ywang harus diimplemen-
tnsikan demi mencerdaskan
generas] bangsa, Semoga’



Kondisi dan pengaturan saat ini

¢ Ada variasi yang besar dalam jalur formal dan
nonformal, namun diatur dengan standar dan
regulasi yang seragam.

+ Perbedaan antara pendidikan nonformal
dengan pendidikan informal tidak tergambar
dengan jelas.

» Hasil pendidikan nonformal dan informal dapat
diakui setara dengan pendidikan formal, secara
implisit memben kesan bahwa pendidikan
formal memiliki derajat lebih tinggi.

» Tidak ada pengaturan eksplisit tentang
perpindahan antar jalur pendidikan.

dabur, Jenjang dan Jands Fondididasn
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Perbaikan yang diusulkan

e Variasi pendidikan formal dan nonformal lebih dimunculkan dengan mengakomodasi juga UU
Pesantren dan bentuk pendidikan keagamaan yang ada.

* Menyesuaikan definisi pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pembelajaran informal
dengan definisi internasional (ISCED). Dalam penjelasan RUU, sekolah rumah menjadi bagian
pendidikan nonformal, sedangkan pembelajaran fidak terstruktur di keluarga menjadi bagian
pembelajaran informal. Penyelenggara pendidikan nonformal berbentuk perorangan atau badan
hukum yang berpringip nirlaba,

¢ "Pembelajaran” lebih luas dari “pendidikan”. Pembelajaran adalah proses perolehan atau modifikasi
informasi, pengetahuan, pemahaman, sikap, nilai, keterampilan, atau perilaku. Pembelajaran dapat
terjadi melalui pendidikan, tapi tidak harus, bisa juga melalui pengalaman hidup.

¢ Perbedaan utama pendidikan nonformal dan pembelajaran informal:
o Pendidikan nonformal: dapat terstruktur dan dapat terlembaga, dihitung dalam program wajib belajar,
perlu terdaftar dan mendapatkan izin.
o Pembelajaran informal: tidak harus terstruktur dan tidak terlembaga, tidak dihitung dalam program
waijib belajar, tidak perlu izin.

¢ Pemerintah melaksanakan penilaian pelajar yang bersifat opsional bagi pelajar dari semua jalur
pendidikan yang ingin mendapatkan pengakuan hasil belajar.

e Memperjelas pengaturan perpindahan antar jalur pendidikan untuk memfasilitasi mult entry multi
exit dan menjamin akses pada pembelajaran sepanjang hayat.
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JALUR JENJANG JENIS
PENDIDIKAN PENDIDIKAN RENID/IDIICAIN
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PENDIDIKAN Pendidikan ‘
- « Umum
FORMAL Tinggi @ -
= « Akademik
PENDIDIKAN Pendidikan - Profesi
NONFORMAL Menengah « Vokasi
« Keagamaan
« Khusus.

PENDIDIKAN Pendidikan
INFORMAL Dasar




JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

JALUR TERDIRI ATAS ol ) CONTOH BENTUK SATUAMN PENDIDIKAN KETERANGAN
BERLAKU
Pendidikan Pendidikan anak usia dini Standar input Kelompok Bermain (KB), TE/RA
formal Standar proses
Stand
Pendidikan dasar EHRBISIS) Prasekolah, SD/MI, SMP/MTs, Pesantren, standar capaian yang konsisten antara
pasraman, dhammasekha pesantren dengan satuan pendidikan lain akan
— mempermudah pelajar pindah darike
Pendidikan menengah SMA/SME/MA, Pesaniren, pasraman, pesantren
dhammaszekha
Pendidikan tinggi Perguruan tinggi, Ma'had Aly
Pendidikan Layanan pengasuhan anak Standar input Tempat Penitipan Anak (TPA)
nonformal
Pendidikan kesetaraan Standar capaian PKBM paket A, B, C, sekolah rumah/ Hanya dilkkat dengan standar capaian sehingga
homeschooiing lebih fleksibel
Pendidikan kecakapan hidup | Tidak diikat standar Kursus-Kursus, diklat, BLK Tidak diikat standar pendidikan sehingga lebih
nasional pendidikan fleksibel, sesuai kebutuhan masing-masing
Pesantren pengkajian kitab Pezantren pengkajian Kitab kuning
kuning
Pendidikan keagamaan Pendidikan madrasah diniyah takmilivah, ma'had
nonformal al-jami‘ah, Pendidikan Al Qur'an, majelis taklim,
sekotah minggu Budha, pesantian, dan pabbaijja
Pembelajaran - Tidak diikat standar Pengaijian, sekolah minggu Kristen, pengasuhan Tidak diikat standar pendidikan sehingga lebih
informal pendidikan oleh keluarga, pemberdayaan masyarakat fleksibel, sesuai kebutuhan masing-masing




PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kondisi dan pengaturan saat ini

= PALUD belum menjadi jenjang tersendiri

dalam pengaturan tentang jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan dalam sistem
pendidikan nasional.

= PAUD dapat masuk jalur formal maupun
nonformal.

e Dalam UU Sisdiknas, jenis layanan
PALUD belum diatur, sehingga dalam
penyelenggaraannya PAUD masih
bercampur antar anak dengan berbagai

kategor usia. 1
anak //F—

' bermain belajar

2isRa2inta 0

Perbaikan yang diusulkan

» PAUD menjadi jenjang tersendiri dalam pengaturan
tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dalam
sistem pendidikan nasional.

s PALID dapat dilaksanakan melalui jalur formal dan
nonformal dengan pengaturan kategori usia dan
layanan yang jelas.

« RUU tidak lagi mengatur bentuk satuan pendidikan
PALID, melainkan mengatur jenis layanan PAUD.

1.

PAUD formal diselenggarakan untuk usia 3-5
tahun dengan jenis layanan berupa taman
anak.

PAUD nonformal diselenggarakan untuk usia

0-5 tahun dalam bentuk layanan pengasuhan
anak.

Layanan PAUD bagi anak usia 6 tahun keluar
dari cakupan PALD dan menjadi kelas
prasekolah dalam jenjang pendidikan dasar.
Kelas prasekolah masuk dalam cakupan wajib
belajar 10 tahun.



PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kondisi dan pengaturan saat ini

» Jenjang pendidikan dasar terdini atas
kelas 1 sampai kelas 5.

¢ Jenjang pendidikan menengah terdiri
atas kelas 10 sampai kelas 12.
Pendidikan menengah kejuruan
dapat ditambah sampai kelas 13.

o Nomenklatur satuan pendidikan
seperti SDIMI, SMP/MTs,
SMA/SMEK/MA/MAK ada di dalam UU
Sisdiknas sehingga nomenklatur
yang sudah tidak relevan seperti
“kejuruan” tidak bisa diubah.

Perbaikan yang diusulkan

» Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah,

kelas 1 sampai kelas 9. Kelas prasekolah bertujuan
untuk membantu anak menjalani transisi dengan lancar
menuju proses belajar yang lebih terstruktur.

Jenjang pendidikan menengah diseragamkan menjadi
kelas 10 sampai kelas 12

Sekolah, madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan
keagamaan seperti sekolah menengah teclogi
merupakan bentuk satuan pendidikan dasar dan
menengah yang diatur dalam batang tubuh RUU,
sedangkan nomenklatur seperti SD/MI, SMP/MTs,
SMA/SMK/MA/MAK tidak masuk ke dalam batang
tubuh melainkan sebagai contoh dalam penjelasan.

Dengan demikian, pemerintah membuka ruang agar
sebuah satuan pendidikan menengah dapat berinovasi
dengan pendidikan umum dan pendidikan vokasi.
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Kondisi dan pengaturan saat ini Perbaikan yang diusulkan

e Tridarma perguruan tinggi s Masing-masing perguruan tinggi dapat menentukan
(pendidikan, penelitian, dan proporsi pelaksanaan tridarma sesuai visi, misi, dan
pengabdian kepada masyarakat) mandat perguruan tinggi tersebut.
diterapkan secara seragam pada
semua perguruan nnggi_ - PErgl.ln.lEn: ﬂnggi‘ n&gEI'i berbentuk PTN Badan Hukum

untuk mengakselerasi transformasi.
e Perguruan Tinggi Negeri memiliki

tingkat otonomi berbeda-beda o Tanpa mengurangi dukungan pembiayaan dari

(Badan Hukum, Badan Layanan pemerintah.

Umum, dan satuan kerja). o Dengan tetap memberlakukan standar biaya

pemerintah dan afirmasi terhadap calon mahasiswa

e Pimpinan PTS seringkali merangkap dari keluarga tidak mampu.

sebagai pengurus yayasan sehingga o Perubahan bentuk PTN menjadi PTN BH tidak wajib

mengurangi akuntabilitas dan untuk PT keagamaan di bawah Kementerian Agama

kualitas pendidikan. Konflik yayasan dan tidak berlaku bagi PTKL di bawah

PTS semakin marak terjadi. kementerian/lembaga lain.

# Perguruan tinggi swasta memiliki pengurus yang
berbeda dan pengelolaan keucangan yang terpisah
dengan badan penyelenggara untuk meningkatkan
akuntabilitas antara kedua belah pihak.
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Kondisi dan pengaturan saat ini Perbaikan yang diusulkan

e Perbedaan antara pendidikan khusus « Pengaturan pendidikan khusus dan pendidikan layanan

dan pendidikan layanan khusus khusus diubah menjadi berorientasi pada pelajar

dalam UU Sisdiknas kurang jelas. dengan memgperluas definisi pelajar dengan kondisi
khusus, termasuk pelajar terlantar, pelajar usia anak

e Belum ada pengaturan yang jelas yang berhadapan dengan hukum, pelajar yang

mengenal penyelenggaraan dan mengalami bencana, pelajar pencari suaka, pelajar

pemenuhan layanan pendidikan bagi pengungsi, pelajar tanpa kewarganegaraan.

pelajar penyandang disabilitas

ataupun pelajar dengan kondisi » Pengaturan yang lebih responsif dan adaptif agar

khusus lainnya. setiap pelajar dengan berbagal kondisi mendapatkan

layanan pendidikan sesuai kondisi dan kebutuhannya
e Pelajar penyandang disabilitas dan

pelajar dengan kecerdasan dan » Pengaturan penyelenggaraan dan pemenuhan layanan
bakat istimewa diatur dalam kategori pendidikan bagi pelajar penyandang disabilitas
yang sama. menyesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016

tentang Penyandang Disabilitas.



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Kondisi dan pengaturan saat ini

Standar nasional pendidikan (SNP) diterapkan
secara seragam di seluruh Indonesia, tanpa
melihat variasi kondisi dan kebutuhan daerah.

SMP diterapkan secara seragam di semua
jalur dan jenjang pendidikan, meski
karakteristik tiap jalur/jenjang berbeda-beda.

SMNP diatur secara rinci ke dalam 8 standar
sehingga peraturan turunannya terlalu
mengikat dan cenderung bersifat administratif.

Dengan kombinasi UU Sisdiknas dan UU Dikti,

Standar Masional Dikti berjumlah 24 (B SNP
pada masing-masing darma dari tndarma

perguruan tinggi).

Pesantren berjalan terpisah dan sistem
pendidikan nasional pada umumnya. Lulusan
pesantren mengalami kesulitan untuk
berpindah ke satuan pendidikan formal di luar
pesantren.

Perbaikan yang diusulkan

e Ada tahapan pemenuhan SNP yang diberlakukan

secara bervanasi sesuai dengan kondisi tiap
daerah agar tiap pemerintah daerah termotivasi
melakukan perbaikan yang bermakna.

Tidak semua SNP diterapkan pada semua jalur
pendidikan untuk memberi pengakuan keragaman
praktik yang kontekstual dan merancang intervensi
yvang lebih tepat.

SNP dikelompokkan dalam 3 standar (input,
proses, dan capaian) sehingga lebih fieksibel dan
berorientasi pada mutu.

Standar Nasional yang berlaku pada pendidikan
tinggi lebih sederhana menjadi 9 (3 SNP pada
masing- masing darma dari fridarma perguruan
tinggi).

Standar nasional pendidikan berlaku pada
keseluruhan jalur pendidikan formal termasuk
untuk pesantren formal, sebagai jembatan agar
lulusan pesantren formal bisa mudah pindah ke
sekolah, madrasah, dan universitas, dan

sebaliknya.



STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

e Standar Isi

e Standar e Standar
Pembiayaan Penilaian
Pendidikan

8.




STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

llustrasi tahapan pencapaian SNP yang lebih mengakomodasi keragaman antardaerah:

Tahapan Pencapaian SNP

95% murid bisa membaca pada level tinggi.

95% bisa membaca pada level menengah, dan
75% pada level tinggi.

95% bisa membaca pada level menengah, dan
50% pada level tinggi.

95% bisa membaca pada level bawah, dan
79% pada level menengah,

75% bisa membaca pada level bawah
(below the expected standard).

50% bisa membaca pada level bawah
(below the expected standard),

* Standar nasional pendidikan menjadi target

akhir yang ingin dicapai oleh semua daerah
dan satuan pendidikan.

* Ada jenjang-jenjang atau tahapan pencapaian
menuju SNP.

* Tiap daerah dapat diberi target pencapaian
yang berbeda, sesuai kondisi dan kebutuhan.



KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN PENILAIAN PELAJAR

Kondisi dan pengaturan saat ini

o UU Sisdiknas mengatur
kewarganegaraan sebagai muatan wajib
dalam kunkulum namun tidak mengatur
Pancasila sebagai muatan wajib dalam
kurikulum.

e Satuan pendidikan menginterpretasikan
muatan wajib sebagai mata pelajaran.

o UL Sisdiknas tidak mengatur siklus
pembelajaran.

¢ UU Sisdiknas tidak membedakan antara
asesmen formatif dan penilaian pelajar.

Perbaikan yang diusulkan

Kurikulum wajib mencakup mata pelajaran pendidikan
agama, pendidikan Pancasila, dan Bahasa Indonesia.

Selain mata pelajaran di atas, juga ada muatan wajib
matematika, IPA, IPS, seni budaya, pendidikan jasmani
dan olahraga, keterampilan/kecakapan hidup, dan
muatan lokal. Muatan wajib tidak harus dalam bentuk
mata pelajaran masing-masing dan diorganisasikan
secara fleksibel, relevan, dan kontekstual. Maka satuan
pendidikan bisa lebih kreatif dalam mendorong
pembelajaran lintas disiplin/multi disiplin.

Mengatur siklus pembelajaran yang terdiri atas
perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen.

» Menegaskan perbedaan antara asesmen dan penilaian

pelajar sebagai berikut:

o Asesmen merupakan bagian dari siklus
pembelajaran dan dilakukan secara terus menerus
untuk perbaikan pembelajaran.

o Penilaian pelajar merupakan kegiatan yang
dilakukan pendidik, bukan pemerintah, yang
mengandung unsur keputusan. Misalnya untuk
kenaikan kelas pelajar dan kelulusan pelajar.
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AKREDITASI DAN EVALUASI

Kondisi dan pengaturan saat ini

UL Sisdiknas maupun UU Pendidikan
Tinggi tidak mengatur tentang akreditasi
oleh lembaga akreditasi internasional.

Ul Sisdiknas mengatur dua jenis
evaluasi: a) evaluasi yang bertujuan
untuk memantau proses, kemajuan dan
perbaikan hasil belajar peserta didik, dan
b) evaluasi yang bertujuan menilai
pencapalan standar nasional pendidikan.

Berdasarkan pengaturan evaluasi di
atas, sejak tahun 2003 hingga tahun
2014 evaluasi sistem dilaksanakan
melalul upan nasional berskala besar
berbasis sensus. Padahal evaluasi
terhadap sistem pendidikan Indonesia
tidak periu dilakukan melalui ujian yang
ditempuh semua peserta didik, karena
inferensi atau kesimpulan yang hendak
diambil ada pada level populasi:
kelompok peserta didik di sebuah
sekolah, daerah, dan seterusnya.

Perbaikan yang diusulkan

» Menambahkan pengaturan mengenai akreditasi oleh
lembaga akreditasi internasional.

o Lembaga akreditasi internasional diakui oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pendidikan,

o Pada jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang
pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan
menengah, akreditasi satuan pendidikan oleh
lembaga akreditasi internasional bersifat opsional.

< Pada jenjang pendidikan tinggi, akreditasi program
studi bersifat wajib dan dilakukan oleh lembaga
akreditasi mandiri, atau dapat dilakukan olen
lembaga akreditasi internasional.

» Menegaskan perbedaan antara penilaian pelajar oleh
pendidik dan evaluasi sistem pendidikan oleh

pemernintah. Kedua hal tersebut tidak perlu dilakukan
dengan metode yang sama.
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Kondisi saat ini

Banyak kategon pendidik yang
menjalankan tugas seperti guru
namun tidak diakui sebagai
guru, contohnya: konselor,
pamong belajar, widyaiswara,
tutor, instruktur, fasilitator.

Guru wajib memiliki kualifikasi
akademik S1/D-1V.

Hanya guru yang memiliki
sertifikasi yang berhak
mendapatkan tunjangan
profesi.

Belum adanya kode etik guru
yang berlaku secara nasional,
sehingga guru yang melakukan
perundungan, kekerasan
seksual, dan intoleransi di satu
organisasi profesi bisa pindah
ke sekolah dan organisasi
profesi [ain.

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Perbaikan yang diusulkan

= Pendidik terdiri atas guru, dosen, instrukiur, dan pendidik keagamaan.

Dengan penyederhanaan kategori pendidik, individu yang menjalankan
tugas selayaknya guru dan memenuhi persyaratan akan diakui sebagai
guru. Dengan demikian, pendidik PAUD 3-5 tahun, pendidik dalam
satuan pendidikan kesetaraan, dan pendidik dalam pesantren formal
akan masuk ke dalam kategori guru.

Penegasan bahwa setiap orang yang akan berprofesi sebagai guru wajib
lulus dari Pendidikan Profesi Guru (PPG). Bagi guru yang sudah
mengajar saat UU terbit namun belum mengikuti atau belum lulus dari

PPG, dapat tetap mengajar.

Pemisahan pengaturan sertifikasi dan pengaturan penghasilan guru.
Sertifikat pendidik dari PPG merupakan prasyarat menjadi guru untuk
calon guru baru. Akan tetapi, bagi guru yang sudah mengajar namun
belum memiliki sertifikasi, berhak untuk langsung mendapatkan
penghasilan yang layak tanpa perlu menunggu antrian sertifikasi. Hal ini
sesuai dengan pengafturan dalam UU ASN dan UU Ketenagakerjaan.

» Guru wajib memenuhi kode etik guru.

o Kode etik guru nasional disusun oleh organisasi profesi guru di
bawah koordinasi kementerian dan ditetapkan oleh menten.

o Kode etik guru di tingkat organisasi profesi guru ditetapkan oleh
organisasi masing-masing dan paling sedikit memuat kode etik
nasional.



Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 39 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang
menyatakan bahwa

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
administrasi, pengelolaan, pengembangan,
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang
proses pendidikan pada satuan pendidikan

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang
bertugas merencanakan dan melaksanakan proses
pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,
terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi
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SEKOLAH DIPLOMATIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Kondisi dan pengaturan saat ini

« Tidak dibedakannya sekolah

diplomatik dan lembaga pendidikan
asing yang menyebabkan kerancuan
pada implementasinya.

Tidak ada mandatl bagi lembaga
pendidikan asing untuk mendukung
kepentingan nasional pada UU
Sisdiknas.

Tidak ada kewajiban bagi lembaga
pendidikan asing untuk berprinsip
nirlaba.

Lembaga pendidikan asing yang
dapat menyelenggarakan pendidikan
di Indonesia hanya yang sudah
terakreditasi di negaranya. Belum
mengakomodasi lembaga pendidikan
asing yang terakreditasi secara
internasional.

Perbaikan yang diusulkan

Membedakan sekolah diplomatik dan le pendidikan
asing, di mana yang termasuk sebagai sekolah diplomatik
adalah sekolah yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah
suatu negara di negara lain untuk mengakomodasi warga
negaranya yang ingin mengikuti pendidikan menggunakan
standar dan kurikulum negara asalnya.

Mengatur secara tegas bahwa lembaga pendidikan asing
memiliki mandat untuk mendukung kepentingan nasional.

Setiap lembaga pendidikan asing di Indonesia wajib
berprinsip nirlaba.

Selain lembaga yang terakreditasi di negaranya, lembaga
yang terakreditasi secara internasional juga diperbolehkan
untuk menyelenggarakan pendidikan selama memenuhi

persyaratan.
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SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Kondisi dan pengaturan saat ini

e« Pengaturan mengenai sanksi
administratif dalam UU Sisdiknas
tidak diatur secara eksplisit, namun
diatur secara khusus dalam Pasal 92
UU Pendidikan Tinggl dan Pasal 77
sampal dengan Pasal 79 UU Guru
dan Dosen.

* Pengaturan mengenai sanksi pidana
dalam UU Sisdiknas dan UU
Pendidikan Tinggi mengatur
pengenaan sanksi dengan ancaman
pidana kurungan paling lama 10
tahun penjara dan denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah ).

Perbaikan yang diusulkan

# Pelanggaran yang tidak menyebabkan kerugian materiil

ataupun fisik secara signifikan seperti penyelenggara
pendidikan yang memberikan sebutan guru besar dengan
melanggar peraturan, penyelenggara pendidikan jarak jauh
yang tidak memenuhi persyaratan, dan setiap orang yang
menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai, lebih tepat
dikenai sanksi administratif dibandingkan sanksi pidana.

Ketentuan pidana terhadap penyelenggara satuan
pendidikan yang didirikan tanpa izin periu lebih spesifik
mengacu pada penyelenggara perguruan tinggi swasta atau
lembaga pendidikan asing tanpa izin. Bagi penyelenggara
satuan pendidikan lain, terutama ribuan satuan pendidikan
nonformal termasuk pesantren yang belum memiliki izin,
ancaman hukuman ketentuan pidana terlalu berat.

Mempertimbangkan ketentuan pidana yang terdapat di
dalam KUHP serta memastikan ancaman yang ada
sebanding dengan perkembangan hukum, ancaman pidana
dalam RUU berupa pidana penjara paling lama & (lima)
tahun atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah),



untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2)

terbukti !'I'I:'i'l':].'.!i-!l-lHJ'l _;liE.'I]-':!J-.'.-L-l:[': dicabut I*._-‘hr']:-H']'U.'.'.-]. 1|.1:-1'!.|]+.'-|]-:;,"-L|'. ||;|_'EII_.'-:|]-'_.'|]| dipidana :l:*1j!_._5.-|]'. E]l{l.-nm penjat
2) Pasal 70: lama dua tahun dan/atau pidana denda paling ba

Lulusan vang karyva 1i1mah yang digunakannya untuk 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

mendapatkan gelar akademik, profesi, atau wvok

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbu

merupakan jiplakan dipidana dengan pidan ﬂ T ﬂ U a1
lama dua tahun dan/atau plrl,{rm denda
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

PLAGIAT ITU APA?
INI DIA TIPE-TIPE PLAGIAT!

APA SANKSI JIKA TERBUKTI
MELAKUKAN TINDAKAN =

PLAGIAT???

4. Sanks: Plagiarism.

a. Merujuk pada Undang-Undang No, 20 lah
Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi 1
melakukan plagiat, khususnya vyang terjac
akademik adalah sebagal berikut:

1) Pasal 25 ayat £:

i 2003 tend
1asyarakat: y
1. di lingkun

Lulusan perguruan tinggl vang karva imiahnya diguna
untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vo

.1 TONTON VIDEO) INI SAMPAI HABIS YA ...

terbukti merupakan |Lp|m~“|n dicabut gelarnya.
2] Pasal 70;

Lulusan wyang karya ilmiah yang digunakannya

Lulusan wvyang karya uUmiah yang digunakannya ur
mendapatkan pgelar akademik, profesi, atau vo
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Avat (2) terb




HNETENTUAMN PERALIHANM

o Satuan pendidikan pada jenjang PAUD dan jenjang pendidikan dasar wajib menyesuaikan layanan pendidikan dengan RUU dalam jangka waktu paling
lama 5 fahun,

o Satuan pendidikan menengah vokasi yang melaksanakan kelas 10 sampai dengan kelas 13 wajib menyesuaikan pelaksanaan pendidikan menjadi kelas
10 sampai dengan kelas 12 dalam jangka waktu paling lama 4 tahun.

o Satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang belum memiliki izin pembukaan wajib mendapatkan izin pembukaan dalam jangka wakiu paling
lama 1 tahun.

o Waijib belajar dilaksanakan dalam jangka wakiu paling lama 8 tahun.

o Perguruan tinggi negeri yang tidak berbentuk perguruan tinggi negeri badan hukum menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum dalam jangka wakiu
paling lama 8 tahun.

o Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi pada Jenjang Pendidikan tinggi dilakukan oleh lembaga akreditasi nasional.

o Semua nomenklatur pendidik di luar guru, dosen, instruktur, dan pendidik keagamaan dikelompokkan ke dalam kategori guru, dosen, instruktur, dan
pendidik keagamaan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.

o Semua guru yang sudah terdaftar di data pokok pendidikan dan belum mengikuti atau belum lulus dari pendidikan profesi guru dapat tetap mengajar
pada satuan pendidikan bersangkutan.

o Setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, funjangan khusus, dan/atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam UU Guru dan
Dosen tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

s Sefiap guru dan dosen yang belum menerima tunjangan yang diatur dalam UU Guru dan Dosen menerima besaran penghasilan/pengupahan paling
sedikit sama dengan penghasilan/pengupahan yang diterima saat ini sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,
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